SALINAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipandang perlu
diatur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan oleh APIP;

bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan
pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan
efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan
secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Padang
Lawas Utara;

bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan
pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Padang Lawas Utara tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
oleh Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (lembaran
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Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas
Utara Nomor 54);

7. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi,
Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi
Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah wusaha,
tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah wusaha,
tindakan, dan  kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Padang Lawas Utara.

Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan
prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan,
dan mensejahterakan masyarakat.

Pedoman pengawasan adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk
melakukan kegiatan pengawasan yang wajib dipedomani oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pengawasan adalah pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan
tata kepemerintahan yang baik.

Pemeriksa/auditor adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam
jabatan fungsional dan atau Aparatur Sipil Negara yang berada di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yan berwenang
untuk melaksanakan pemeriksaan.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan.

Pemantauan adalah  proses  penilaian kemajuan  suatu
program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan
pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau
berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.

Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah,
akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan
daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan
pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau
berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini ditetapkan adalah untuk memberikan arahan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam melakukan
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pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan adalah untuk meningkatkan
penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan kepercayaan
masyarakat atas pengawasan aparat pengawas intern pemerintah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

a. pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah;
dan

b. pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

(1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan
pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan prinsip:

a. profesional,

b. independen;

c. objektif;

d. tidak tumpang tindih antar-APIP; dan

e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
pada tahapan kegiatan:

a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;

b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
d

berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi
capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan

e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah
dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi,
pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

pengawasan lainnya.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran,
pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7
Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi:

a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah;

b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan dalam tahap
perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan,
pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan

d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan
kebijakan serta pelaksanaan programdan kegiatan;

b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun
pemeriksaan terpadu,;

c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-
waktu dari perangkat daerah;

d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi
terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan perangkat
daerah.

Pasal 8

Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan camat terhadap desa
dan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan perangkat daerah
terkait, inspektorat melaksanakan pemantauan.

Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:

a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan

c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus
berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

tersebut disampaikan kepada bupati.

BAB YV
PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil
pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh
diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan
terhadap Perangkat Daerah dan pembinaan dan pengawasan terhadap
desa serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan kepada bupati.

BAB VI
TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang
dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat atas dugaan
penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala
daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi
daerah dan perangkat desa

Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling
sedikit:

a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;

c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan
perundang- undangan; dan

d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya
pelanggaran.

Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan
aparat penegak hukum.

Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah terpenuhi
semua unsur laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2).

APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam
penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu
melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) dilakukan
dalam bentuk:

a. pemberian informasi;
b. verifikasi;

c. pengumpulan data dan keterangan;



(7)

(8)

(9)

(10)

d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan
masyarakat dimaksud; dan/atau

e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Koordinasi antara APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan
fungsi dan kewenangan masing-masing antara:

a. inspektorat kabupaten; dan
b. kepolisian dan/atau kejaksaan.

Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam
berita acara.

Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat
administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
mengatur mengenai administrasi pemerintahan.

Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat
pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 11

Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh
diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 12

Kepala satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan tindak
lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.

Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan tindak lanjut
hasil pembinaan dan pengawasan, wakil kepala daerah
mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan
dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
wakil kepala daerah dibantu oleh inspektorat.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan
tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib
dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti
rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait
dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi
dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil
pembinaan dan pengawasan diterima.

Selama masa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5), hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipidanakan
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Pasal 13

(1) Inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak
lanjut hasil pembinaan dan pengawasan = penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

(2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun.

(3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dikoordinasikan oleh Inspektorat.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAP
Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BURHAN HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan ini Sesuai dengan Aslinyz

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



